
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat 

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perubahan 

RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan 

mendasar, yaitu mencakup terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan 

kebijakan nasional; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah serta dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Rencana 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
NO MOR 9 TAHUN 2019 TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA 

MENENGAH DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

NOMOR B TAHUN 2021 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA G UBEM UR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR & TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

M enim bang : a. bahw a sesua i k e ten tu an  Pasal 342 aya t (1) h u ru f  c d a n  ayat

(3) P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 86 T ahun  2017 

ten tang  T ata  C ara  Perencanaan , Pengendalian  d an  Evaluasi 

Pem bangunan  D aerah , T ata  C ara  E valuasi R ancangan 

P e ra tu ran  D aerah  ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  

Panjang D aerah  d an  R encana P em bangunan  Ja n g k a  

M enengah D aerah , se rta  T ata  C ara  P eru b ah an  R encana 

Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah, R encana 

P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah, d an  R encana 

Kerja Pem erin tah  D aerah  m enyebu tkan  bahw a p e ru b ah an  

RPJMD d a p a t d ilakukan  apab ila  terjad i p e ru b ah an  

m endasar, ya itu  m encakup  terjad inya b en can a  alam , 

goncangan politik, krisis ekonom i, konflik sosial budaya, 

gangguan keam anan , pem ekaran  D aerah, a ta u  p e ru b ah an  

kebijakan nasional;

b. bahw a b e rd asa rk an  P e ra tu ran  Presiden Nomor 18 T ahun  

2020 ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah 

Nasional 2020-2024 d an  P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri 

Nomor 90 ta h u n  2019 ten tan g  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  

N om enklatur P erencanaan  P em bangunan  d an  K euangan 

D aerah se rta  dam pak  pandem i Corona V im s D isease 2019  

(Covid-19), m ak a  P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Sulaw esi 

Tenggara Nomor 9 T ahun  2019 ten tan g  R encana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2018-2023; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2687); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Rencana 
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Mengingat 
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M engingat

P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah  Provinsi Sulaw esi 

Tenggara T ahun  2018-2023 perlu  d ilakukan  penyesuaian ;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana  d im aksud  

dalam  h u ru f  a, h u ru f  b, pe rlu  m em ben tuk  P era tu ran  

D aerah ten tan g  P eru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  D aerah  Provinsi 

Sulawesi Tenggara Nomor 9 T ahun  2019 ten tan g  R encana 

P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah  Provinsi Sulaw esi 

Tenggara T ahun  2018-2023;

1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik 

Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1964 ten tan g  Penetapan  

P e ra tu ran  Pem erin tah  Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 

T ahun  1964 ten tan g  P em ben tukan  D aerah  T ingkat I 

Sulaw esi Tengah d an  D aerah  T ingkat I Sulaw esi Tenggara, 

dengan m engubah  U ndang-U ndang Nomor 47 Prp. T ahun  

1960 ten tan g  P em ben tukan  D aerah  T ingkat I Sulaw esi 

U tara-Tengah d an  D aerah  T ingkat I Sulaw esi Selatan- 

Tenggara (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

1964 Nomor 94, T am bahan  L em baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 2687);

3. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);

4. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun  2004 ten tan g  

Perim bangan K euangan A ntara Pem erin tah  P u sa t dan  

Pem erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2004 Nomor 126, T am bahan  L em baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4437);

5. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun  2007 ten tan g  R encana 

Pem bangunan  Ja n g k a  Panjang Nasional T ahun  2005-2025 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 Nomor 

33, T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4700);

6. U ndang-U ndang Nomor 26 T ahun  2007 ten tan g  P enataan  

R uang (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2007 

Nomor 68, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia

I



Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
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Nomor 4725);

7. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang

P em bentukan  P e ra tu ran  P e rundang -undangan  (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 

T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan U ndang U ndang 

Nomor 15 T ahun  2019 ten tan g  P eru b ah an  a ta s  U ndang- 

U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  Pem ben tukan  

P e ra tu ran  Perundang-undangan(L em baran  Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2019 Nomor 183, T am bahan  L em baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6398);

8. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang

Pem erin tahan  D aerah  (Lem baran N egara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 244, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaim ana telah 

d iubah  beberapa  kali te rak h ir dengan  U ndang-U ndang 

Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta Kerja (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, 

T am bahan  L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6573);

9. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 26 T ahun  2008 ten tan g  

R encana T ata  R uang W ilayah N asional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2008 Nomor 48, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4833) 

sebagaim ana te lah  d iu b ah  dengan  P e ra tu ran  Pem erin tah  

Nomor 13 T ahun  2017 ten tan g  P eru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  

Pem erin tah  Nomor 26 T ahun  2008 ten tan g  R encana T ata 

R uang W ilayah N asional (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2017 Nomor 77, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6042);

10. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 T ah u n  2016 ten tang  

Perangkat D aerah  (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2016 Nomor 114, T am bahan  L em baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5887) sebagaim ana telah  d iubah  

dengan P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 72 T ahun  2019 

ten tang  P e ru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 18 

T ahun  2016 ten tan g  Perangkat D aerah  (Lem baran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 
2012 Nomor 4); 
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Republik Indonesia  T ah u n  2019 Nomor 187, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6402);

11. P e ra tu ran  Pem erin tah  Nomor 12 T ahun  2019 ten tang  

Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2019 Nomor 42, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322);

12. P e ra tu ran  Presiden Nomor 18 T ah u n  2020, ten tang  

R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah N asional T ahun  

2020-2024 (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  

2020 Nomor 10);

13. P e ra tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 86 ta h u n  2017

ten tan g  T ata  C ara  P erencanaan , Pengendalian  d an  E valuasi 

Pem bangunan  D aerah, T ata  C ara  E valuasi R ancangan 

P e ra tu ran  D aerah  T entang  R encana P em bangunan  Ja n g k a  

Panjang D aerah  dan  R encana P em bangunan  Ja n g k a  

M enengah D aerah, se rta  T ata  C ara  P e ru b ah an  R encana 

P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah , R encana

Pem bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah, d an  R encana 

Kerja Pem erin tah  D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  

T ahun  2017 Nomor 1312);

14. P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 7 T ahun  2018 

ten tang  P em buatan  dan  P e laksanaan  Kajian L ingkungan 

H idup S trategis dalam  P en y u su n an  R encana Pem bangunan  

Ja n g k a  M enengah D aerah  (Berita Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2018 Nomor 459);

15. P e ra tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 90 T ahun  2019

ten tan g  Klasifikasi, Kodefikasi, d an  N om enklatur

P erencanaan  P em bangunan  d an  K euangan D aerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2019 Nomor 1447);

16. P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara Nomor 4 

T ahun  2012 ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  

Panjang D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara T ahun  2005- 

2025 (Lem baran D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara T ahun  

2012 Nomor 4);



( 

Pasal4 

(1) Sistematika RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2018-2023 disusun sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan; 

BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2019 Nomor 9), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG REN CANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINS! SULAWESI 

TENGGARA TAHUN 2018-2023 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

dan 

GUBERNURSULAWESITENGGARA 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara N omor 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 
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Menetapkan 
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M enetapkan

17. P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara Nomor 13 

T ahun  2016 ten tan g  P em ben tukan  d an  S u su n a n  Perangkat 

D aerah (Lem baran D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara 

T ahun  2016  Nomor 13) sebagaim ana telah d iu b ah  dengan 

P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara Nomor 7 

T ahun  2020 ten tan g  P eru b ah an  a ta s  P e ra tu ran  D aerah 

Provinsi Sulaw esi Tenggara Nomor 13 T ahun  2016 ten tan g  

P em ben tukan  d an  S u su n a n  Perangkat D aerah  (Lem baran 

D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara T ahun  2020 Nomor 7);

D engan P erse tu juan  B ersam a 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

d an

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI 

TENGGARA TAHUN 2018-2023

Pasal 1

B eberapa k e ten tu an  dalam  P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Sulaw esi 

Tenggara Nomor 9 T ahun  2019 ten tan g  R encana Pem bangunan  

Ja n g k a  M enengah D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara T ahun  

2018-2023 (Lem baran D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara 

T ahun  2019 Nomor 9), d iu b ah  sebagai beriku t :

K eten tuan  Pasal 4 ayat (2) d iu b ah  sehingga berbunyi sebagai 

b e r ik u t :

Pasal 4

(1) S istem atika  RPJMD Provinsi Sulaw esi Tenggara T ahun  

2018-2023  d isu su n  sebagai beriku t :

BAB I : P endahu luan ;

BAB II : G am baran  U m um  Kondisi D aerah;



J 

LE N DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 
NOMOR B 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 
(8-190 /2021) 

.. 

Diundangkan di Kendari, 
pada tanggal I - I I - 2021 

I 
SEK A S DAERAH 
PR ULA WESI TENGGARA, 

J\LI MAZI 

Ditetapkan di KeJdari, 
pada tanggal I /- I I - 2021 

' 

PARAF KOORDINASI 
•• N a m a Jabatan Pmf 
I ~.Hj.ltJR EtiO~ A8Mf, J~-'>i ~DA ~ 
2 Drs.SUHARNO, MTP. ASiden !f l - 
3 J.ROBERT I ST ,MT. ~!)'\la &ppe· i' v da I/ 
4 

• \.l-~~P-i,s~ ~ H.~l.l\VI ~ 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

orang Agar setiap memerintahkan mengetahuinya, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

(2) Isi dan uraian RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; 

BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah; 

BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; 

BAB VI : Strategi, Arahan Kebijakan dan Program 

Pembangunan Daerah; 

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 

Program Perangkat Daerah; 

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah; 

BAB IX : Penutup. 
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BAB III : G am baran  K euangan D aerah;

BAB IV : P erm asalahan  d an  Isu -Isu  S trategis D aerah; 

BAB V : Visi, Misi, T u juan , d an  S asaran ;

BAB VI : Strategi, A rahan  K ebijakan d an  Program  

P em bangunan  D aerah;

BAB VII : K erangka P endanaan  P em bangunan  dan  

Program  Perangkat D aerah;

BAB VIII : K ineija Penyelenggaran Pem erin tah  D aerah; 

BAB IX : Penutup .

(2) Isi d an  u ra ia n  RPJMD Provinsi Sulaw esi Tenggara 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t  (1) te rcan tu m  dalam  

L am piran yang m eru p ak an  bagian  tidak  te rp isah k an  dari 

P e ra tu ran  D aerah  ini.

Pasal 2

P era tu ran  D aerah  ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan . 

Agar setiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan  P e ra tu ran  D aerah  ini dengan penem patannya  

dalam  L em baran D aerah  Provinsi Sulaw esi Tenggara.
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D itetapkan  di K eadari, 
p ad a  tanggal I / — // -  2021

GUBERNUR SU m W ESI TENGGARA,

ALI MAZI

D iundangkan  di Kendari, 
p ad a  tanggal I -  1/ -  2021

S DAERAH
ULAWESI TENGGARA,

-------------------^

ANG ABBAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 
NOMOR Q
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 
(8-190/2021)


